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Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana 
Pemberian Uang atau Barang di Tempat Umum (Studi Peraturan Daerah kabupaten 
Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit masyarakat) untuk menjawab 
pertanyaan: (1) Mengapa memberi uang atau barang  dalam bentuk apapun kepada 
pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar, dan anak jalanan di tempat umum di 
jadikan sebagai tindak pidana dalam peraturan daerah Kabupaten Banyumas nomor 16 
tahun 2015 tentang penyakit masyarakat?, dan (2) Bagaimana tinjauan Hukum Pidana 
Islam terhadap tindak pidana pemberian uang atau barang dalam bentuk apapun kepada 
pengemis dan gelandangan di tempat umum dalam peraturan daerah Kabupaten Banyumas 
nomor 16 tahun 2015 tentang penyakit masyarakat? 
Dalam penelitian ini, data yang diperlukan diperoleh dari kajian yang 
membahas langsung tema utama penelitian ini, serta kepustakaan. Setelah data 
terkumpul, data dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan 
pola pikir deduktif yaitu mengemukakan data yang bersifat umum kemudian ditarik 
menjadi data yang lebih khusus. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Memberi uang dan/atau barang 
dalam bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang  terlantar 
dan anak jalanan di tempat umum dijadikan sebagai tindak pidana dalam Peraturan 
Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat karena 
berusaha mengakomodir implementasi pasal 34 Undang-Undang dasar 1945 dan 
pasal 504 KUHP. Apabila dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 
mendasarkan pada pemeliharaan fakir miskin, maka dalam pasal 504 KUHP 
tindakan gelandangan dan pengemis disebut sebagai tindak pidana, sehingga dalam 
Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat 
juga dilarang pemberian uang dan/atau barang kepada pengemis dengan tujuan 
untuk mengurangi tindak pidana gelandangan dan pengemis yang disebutkan dalam 
KUHP. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemberian uang 
dan/atau barang dalam bentuk apapun di tempat umum dalam Peraturan Daerah 
Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat adalah 
dikategorikan dalam tindak pidana mukha>lafat dari segi bentuk pidananya. 
Sedangkan sanksi pidananya dimasukkan dalam sistem sanksi takzir. Adapun 
sistem takzir dalam hukum pidana islam yang dimaksud adalah sanksi berupa 
pemenjaraan. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, Dengan mengesahkan Perda ini, maka 
disarankan pemerintah Kabupaten Banyumas juga wajib mewujudkan hak-hak 
rakyatnya, diantaranya, rakyat berhak mengenyam pendidikan dan mendapat 
pekerjaan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemerintah juga 
berkewajiban memberikan pembekalan dengan mengadakan berbagai program-
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A. Latar Belakang Masalah 
Islam hendak menjadikan setiap orang hidup itu saling 
menghormati dan tolong menolong saat suka dan duka, yakni yang kuat 
menanggung yang lemah, yang kenyang memberi yang lapar, atau yang 
berpakaian bagus memberi yang compang-camping. Jika tidak demikian, 
jaminan Allah dan Rasul-Nya lepas dari mereka, dan mereka tidak bisa 
berkembang menjadi masyarakat mukmin.1 Kewajiban untuk tolong-
menolong tentu saja harus diterapkan di semua sendi kehidupan ini, tidak 
terkecuali pemerintah. Pemerintah sebagai penerus kebijakan Tuhan juga 
tidak lupa menerapkan tolong menolong dan gotong royong ini. 
Indonesia yang merupakan negara berkembang masih sangat 
identik dengan kemiskinan berdasarkan Garis Kemiskinan pada Maret 
2019 tercatat sebesar Rp425.250,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis 
Kemiskinan Makanan sebesar Rp313.232,- (73,66 persen) dan Garis 
Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp112.018,- (26,34 persen). 
Pada Maret 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia 
memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, 
                                                     
1 Yusuf Qardhawi, Kiat Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan, terjemahan Dadang Sobar, 
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 156. 
 


































besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata 
adalah sebesar Rp1.990.170,-/rumah tangga miskin/bulan.2 bahkan di 
kota-kota yang infrastruktur dan kebutuhan ekonominya terpenuhi masih 
banyak pemukiman-pemukiman kumuh yang identik dengan 
kemiskinan. Banyaknya pemukiman kumuh juga berbanding lurus 
dengan banyaknya gelandangan dan orang-orang yang meminta-minta 
dan berkeliaran di jalanan perkotaan. Hal ini juga tentunya dikarenakan 
pendidikan mereka tidak memadai untuk menjadi tenaga kerja di 
perkotaan, sehingga meminta-minta dan menggelandang adalah pilihan 
terakhir mereka. 
Banyaknya warga negara yang hidup di bawah garis kemiskinan 
mewajibkan pemerintah harus bertindak adil bagi mereka yang hidup di 
bawah garis kemiskinan. Karena itu  dalam Undang- Undang Dasar 1945 
pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak- anak terlantar 
dipelihara oleh Negara”. Dari bunyi pasal tersebut Pemerintah wajib 
mengetahui bahwa para fakir, miskin, dan anak terlantar merupakan 
kondisi keterbelakangan kehidupan warga negara yang harus dipelihara 
oleh Negara agar kehidupan mereka menjadi layak dan tidak terbelakang. 
Hal itu juga terwujud dalam sila ke- 5 Pancasila yang berbunyi “Keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 
Perwujudan pasal tersebut adalah dengan banyak bermunculan 
panti sosial yang dibentuk oleh Negara untuk menampung fakir miskin 






































dan anak terlantar. Namun kenyataannya semua fakir miskin dan anak 
terlantar belum bisa dipelihara oleh negara, banyak dari mereka yang 
masih berkeliaran di jalanan. Jika hal ini terjadi, maka sudah tugas kita 
sebagai warga negara yang mampu yang harus membantu mereka. 
Banyak cara kita untuk membantu fakir miskin dan anak  
terlantar, salah satu contoh cara membantu mereka adalah dengan 
menyisihkan materi kita untuk mereka, baik itu berupa uang, pakaian, 
atau bahkan makanan. Dengan hal ini, maka kita bersama-sama dengan 
pemerintah telah melakukan amanat dari Allah SWT dan amanat 
konstitusi untuk saling tolong menolong dan gotong royong demi 
terciptanya keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat, sehingga 
seluruh masyarakat Indonesia bisa memiliki kehidupan yang layak. 
Tentunya, perwujudan dalam hal memelihara fakir miskin dan 
orang terlantar tersebut tidak harus hanya sebatas Undang-Undang Dasar 
1945 saja, namun harus diterapkan aturan-aturan di bawahnya yang lebih 
kompleks, misalnya peraturan pemerintah, atau mungkin bahkan harus 
diwujudkan di daerah melalui peraturan di daerah. Salah satu peraturan 
daerah yang memuat pemeliharaan fakir miskin adalah Perda Kabupaten 
Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penyakit masyarakat Pasal 23 ayat 
3 setiap orang atau badan dilarang memberikan uang atau barang dalam 
bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang 
terlantar, dan anak jalanan di tempat umum. 
Selain bertujuan untuk menyejahterakan kelompok-kelompok 
 


































rentan seperti pengemis dan gelandangan, perda tersebut ditetapkan tidak 
lain adalah untuk mewujudkan ketertiban umum. 
Namun kemunculan Perda ini tidak lain bertujuan untuk menekan 
perilaku mengemis di kalangan masyarakat yang tidak mempunyai 
pekerjaan tetap atau hidup menggelandang. Tindakan mengemis dan 
menggelandang sendiri telah dilarang dalam KUHP, karena perilaku 
tersebut adalah suatu perilaku yang merendahkan martabat sebagai 
manusia dan mengganggu ketertiban umum. 
Sedangkan dalam Peraturan daerah kabupaten Banyumas Nomor 
16 Tahun 2015 tentang penyakit masyarakat dan gelandangan dijelaskan 
bahwa kriteria pengemis yang dimaksud salah satunya adalah 
memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain. Jika 
memang demikian, maka pemberi uang kepada pengemis dalam ruang 
lingkup Peraturan daerah tersebut tentu tidak bisa dijadikan sebagai 
tersangka, melainkan sebagai korban, dan sangat tidak mungkin apabila 
perbuatan yang dilakukan oleh korban tindak pidana juga dimasukkan 
dalam kategori tindak pidana.  
Di sisi lain memberi sedekah adalah perbuatan yang dianjurkan 
dalam agama islam, namun terdapat larangan pemberian sedekah kepada 
gelandangan dan pengemis di tempat umum oleh Perda Kabupaten 
Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit 
Masyarakat, inilah kegelisahan penulis untuk diuji lebih jauh dalam 
perspektif Hukum Pidana Islam.  
 


































B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 
Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, menunjukkan 
bahwa terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi yang 
berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana 
Pemberian Uang atau Barang di Tempat Umum (Studi Peraturan Daerah 
kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit 
masyarakat)”, yakni: 
1. Pasal 23 ayat (3) Peraturan daerah kabupaten Banyumas Nomor 16 
Tahun 2015 tentang Penyakit masyarakat yang berbunyi:”Setiap orang/ 
badan dilarang memberi  uang dan/atau barang dalam bentuk apapun 
kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar, dan anak 
jalanan di tempat umum”. 
2. Mekanisme penerapan sanksi pidana bagi pemberi uang dan/atau 
barang kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar, 
dan anak jalanan di tempatumum. 
3.  Dasar hukum pemberian sanksi pidana bagi pemberi uang dan/atau 
barang dalam bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan, 
pengamen, orang terlantar, dan anak jalanan di tempat umum. 
4. Tinjauan hukum pidana Islam bagi pemberi uang dan/atau barang 
dalam bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan, pengamen, 
orang terlantar, dan anak jalanan di tempat umum dalam peraturan 
daerah kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2015 tentang penyakit 
masyarakat.  
 


































5. Dasar hukum pemberian sanksi pidana bagi pemberi uang dan/atau 
barang dalam bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan, 
pengamen, orang terlantar, dan anak jalanan di tempat umum. 
6. Tinjauan hukum pidana Islam bagi pemberi uang dan/atau barang 
dalam bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan, pengamen, 
orang terlantar, dan anak jalanan di tempat umum dalam peraturan 
daerah kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2015 tentang penyakit 
masyarakat. 
Berdasarkan identifikasi di atas, maka penulis menetapkan 
batasan masalah yang perlu dikaji, agar nantinya pembahasan dalam 
skripsi ini tidak melampaui batas. Studi dibatasi pada batasan masalah 
sebagai berikut, yaitu: 
1. Larangan pemberian uang atau barang dalam bentuk apapun kepada 
pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar, dan anak jalanan 
di tempatumum. 
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian uang atau barang 
dalam bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan, pengamen, 
orang terlantar, dan anak jalanan di tempat umum dalam peraturan 
daerah kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2015 tentang 
Penanggulangan Penyakit Masyarakat. 
C. Rumusan Masalah 
Dari beberapa batasan masalah diatas, penulis dapat merumuskan 
beberapa masalah agar mempermudah pembahasan serta sebagai 
 


































kerangka kerja yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai 
berikut: 
1. Mengapa memberi uang atau barang  dalam bentuk apapun kepada 
pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar, dan anak jalanan 
di tempat umum di jadikan sebagai tindak pidana dalam peraturan 
daerah Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2015 tentang penyakit 
masyarakat? 
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana 
pemberian uang atau barang dalam bentuk apapun kepada pengemis 
dan gelandangan di tempat umum dalam peraturan daerah 
Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2015 tentang penyakit 
masyarakat? 
D. Kajian Pustaka 
Tema serta permasalahan yang penulis angkat saat ini adalah  
tema yang baru dibicarakan. Permasalahan sanksi pidana bagi pemberi 
uang atau barang dalam bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan, 
pengamen, orang terlantar, dan anak jalanan di tempat umum ini 
merupakan masalah yang kontroversial. Karena itu, penulis 
mencantumkan penelitian terdahulu yang juga membahas peraturan 
daerah dan pengemis,yaitu: 
1. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pengemis Dimuka 
Umumdalam Pasal 504 KUHP Juncto Perda no. 17 Tahun 2009 di 
Surabaya, yang ditulis oleh Mohammad Shubhan Mubarok, jurusan 
 


































Siyasah Jinayah, UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam karyanya yang 
ditulis memuat tentang pengemis yang mengganggu ketetiban umum 
dan sanksi pidananya  ditinjau berdasarkan hokum pidana Islam.3 
2. Implementasi  Perda  Daerah  Istimewah Yogyakarta nomor 1 tahun 
2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. (Studi di UPT 
panti Karya Kota Yogyakarta), yang ditulis oleh Faiz Amrizal Satria 
Dharma, jurusan Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
Dalam karyanya yang di tulis memuat tentang pelaksanaan 
implementasi Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan 
dan Pengemis dengan upaya preventif, koersif, rehabilitatif, serta 
reintegrasi sosial.4 
3. Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif Siyasah 
(Studi Pasal 24 Perda DIY No. 1 Tahun 2014), yang ditulis oleh 
Norika Priyantoro, jurusan Siyasah, UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. Dalam karyanya yang ditulis memuat tentang 
penanganan Gelandangan dan Pengemis berdasarkan perpektif 
Siyasah Dusturiyah.5 
                                                     
3Mohammad Shubhan Mubarok, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pengemis Dimuka 
Umum dalam Pasal 504 KUHP Juncto Perda no. 17 Tahun 2009 di Surabaya. (Skripsi- UIN 
Sunan Ampel Surabaya, 2014). 
 
4Faiz Amrizal Satria Dharma, Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di UPT Panti Karya Kota 
Yogyakarta). (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). 
5 Norika Priyantoro, Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif Siyasah (Studi 
Pasal 24 Perda DIY No. 1 Tahun 2014). (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2015). 
 


































 Dari penelitian di atas perbedaannya dengan penelitian penulis 
adalah bahwa penulis lebih menitikberatkan pada sanksi pidana bagi 
pemberi uang atau barang dalam bentuk apapun di tempat umum yang 
ditinjau dari  Hukum Pidana Islam. 
E. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui latar belakang dibentuknya tindak pidana 
pemberian uang atau barang dalam bentuk apapun kepada pengemis, 
gelandangan, pengamen, orang terlantar, dan anak jalanan di tempat 
umum dalam Peraturan Daerah kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 
2015 tentang penyakit masyarakat.  
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
1. Memberi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu 
hukum pada umumnya dan khususnya terkait masalah penanganan 
gelandangan dan pengemis. Selain itu dapat dijadikan perbandingan 
dalam penyusunan penelitian selanjutnya dan sebagai informasi bagi 
masyarakat. 
2. Untuk memberi sumbangan informasi kepada khalayak umum 
mengenai pemberantasan dan penanganan aktifitas gelandangan 
danpengemis. 
3. Diharapkan penulisan ini dapat memberi masukan kepada pemerintah 
dalam pembuatan kebijakan. 
 
G. Definisi Operasional 
 


































Agar mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam 
penelitian ini, maka dijelaskan arti dari istilah berikut ini: 
1. Hukum pidana Islam: Adalah aturan-aturan yang telah diambil dan 
disimpulkan dari Al-qur’an, hadis dan perumusan para mujtahid 
tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) 
dan anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, 
akal, kehormatan, dan harta) maupun tidak. 
2. Tindak pidana pemberian uang atau barang dalam bentuk apapun di 
tempat umum kepada gelandangan dan pengemis: Tindak pidana 
memberi uang secara langsung kepada pengemis, gelandangan, 
pengamen, orang terlantar, dan anak jalanan di tempat umum seperti 
jalan, trotoar, toko, terminal, stasiun, pasar, bangunan cagar  budaya, 
sarana dan fasilitas pariwisata, pemukiman, dan tempat ibadah.6 Hal 
ini diatur dalam peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 16 
tahun 2015 pasal 23 ayat 3 tentang penyakit masyarakat. 
H. Metode Penelitian  
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan 
dengan menitikberatkan bibliography research. 
1. Data penelitian 
a. Hal-hal mengenai sanksi pidana bagi pemberi uang dan/atau 
barang kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang 
                                                     






































terlantar, dan anak jalanan di tempat umum dalam Peraturan 
daerah kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang 
penyakit masyarakat. 
b. Konsep hukum pidana Islam tentang sanksi pidana bagi pemberi 
uang dan/atau barang di tempat umum dalam Peraturan 
daerahkabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang 
penyakit masyarakat. 
2. Sumber data 
a. Sumber data merupakan data yang diperoleh dari kajian yang 
membahas langsung tema utama penelitian ini yaitu Peraturan 
daerah kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang 
penanggulangan penyakit masyarakat. 
b. Data sekunder merupakan data yang dapat menjadi penunjang 
sumber data, seperti buku-buku, kitab-kitab serta media internet 
yang berhubungan dengan judul penelitian yang dilakukan. 
Diantaranya: 
1. Perda DIY No. 1 Tahun 2014: Kriminalisasi para “Dermawan 
jalanan”?. oleh Tri Admoko dalam Kompasiana.com. 
2. Press Release “Perda Gepeng membunuh kami”, oleh 
Komunitas Kaukus Perda Gepeng Daerah Istimewa 
Yogyakarta dalam kaukusperdagepengdiy.wordpress.com 
3. Penegakan Perda Gepeng, berita dalam dprd-diy.go.id 
4. 2015 Jogja Bebas Gepeng, berita dalam dinsos.jogjaprov.go.id 
 


































5. Pemberi Uang untuk Gepeng Dikenakan Denda Rp 1 Juta, 
berita dalam pikiran-rakyat.com 
6. Batalkan Perda Penanganan Gelandangan dan Pengemis No. 1 
Tahun 2014, petisi oleh Achmad Syaifuddin dalam change.org 
7. Pengamen Angklung di Yogyakarta Akan Mulai Ditertibkan, 
berita dalam liputan6.com 
8. Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis, 
oleh Maghfur Ahmad. 
9. Kemiskinan di Perkotaan, oleh Parsudi Suparlan. 
10. Kiat Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan, oleh Dr. Yusuf 
Qardhawi (terjemahan dadang Sobar,S.Ag). 
3. Metode pengumpulan data 
 Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan  cara 
menelusuri, membaca, dan mencermati pengetahuan yang ada dalam 
pustaka dan sumber bacaan yang berkaitan dengan materi yang 
dibahas dalam skripsi ini dan berkaitan dengan permasalahan yang 
dibahas. 
4. Teknik pengolahan data 
a. Editing, memeriksa kembali data-data secara cermat mengenai 
kelengkapan, relevansi, dan hal-hal yang perlu dikoreksi 
mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi 
Pemberi Uang dan/atau Barang Kepada Pengemis Dalam 
Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 
 


































tentang penyakit masyarakat. 
b. Organizing, menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh 
sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur deskripsi 
mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi 
Pemberi Uang Dan/Atau Barang Kepada Pengemis Dalam 
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 
Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis 
c. Analizing, melakukan analisa deskriptif tinjauan hukum pidana 
islam terhadap sanksi pidana bagi pemberi uang dan/atau barang 
dalam bentuk apapun di tempat umum dalam Peraturan daerah 
kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang penyakit 
masyarakat. 
5. Teknik analisis data 
Analisis data berfungsi untuk mengubah data mentah menjadi data 
yang bisa memiliki makna. Oleh karena itu, setelah terkumpul data-
data diatas, dilakukanlah metode analisa deduktif, yaitu proses 
pendekatan yang berawal dari kebenaran umum terhadap peristiwa 
dan menggeneralisasikan kebenaran itu dengan peristiwa yang 
berkaitan. Sehingga dari metode deduktif ini penulis menganalisa 
data mengenai  bagaimana  tinjauan hukum pidana Islam terhadap 
sanksi pidana bagi pemberi uang dan/atau barang dalam bentuk 
apapun di tempat umum dalam Peraturan daerah kabupaten 
Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang penyakit masyarakat. 
 


































I. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
Bab pertama yang berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, 
identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian 
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab dua berisi tentang tentang landasan teori Sedekah, Infaq dan 
Zakat pengertian macam-macan dan dasar hukum. Serta Pengetian Perda. 
Bab ketiga berisi tentang penanganan gelandangan dan pengemis, 
sanksi kepada gelandangan dan pengemis, dan sanksi bagi orang yang  
memberi uang dan/atau barang kepada pengemis menurut Peraturan 
daerah kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang penyakit 
masyarakat. 
Bab keempat berisi analisa tinjauan hukum pidana Islam terhadap 
sanksi pidana bagi pemberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun 
kepada pengemis di tempat umum dalam Peraturan daerah kabupaten 
Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang penyakit masyarakat. 
Bab kelima adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 
saran serta jawaban penulis dari inti permasalahan yang diteliti.
 





































Sedekah, Infaq dan Zakat Serta Pengetian Perda 
A. Sedekah 
1. Pengertian Sedekah 
Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir- 
miskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang 
berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, 
tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun  jumlahnya.  
Shadaqah ini hukumnya adalah sunah, bukan wajib. Karena  itu, 
untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para 
fuqaha menggunakan istilah shadaqah tathawwu’ atau ash 
shadaqah  an nafilah.7 
Secara etimologi sedekah berasal dari bahasa arab yang 
diambil (mustaqya) dari kata (benar). Karena sedekah menjadi tanda 
atau dalil atas kebenaran yang mengeluarkan sedekah atas keimanan 
nya secara syariah, sedekah berarti beribadah kepada Allah dengan 
cara menafkahkan (infaq) sebagian harta yang di luar kewajiban 
syariat. Kata sedekah dalam bahasa terkadang bermakna wajib.8 
Menurut H. Manshur Abdul dalam bukunya yang berjudul  
terapi bersedekah, kata  al-Shada>qoh  berasal  dari  kata  al-
                                                     
7Anim Rahmayati, “Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi”, Perspektif Ekonomi 
Darussalam, Volume 1 Nomor 2 (September, 2015), 20.  
8 Sayyid Sabiq, Fikih sunnah 3, (Bandung : al-ma‟arif,1990) 15 
 



































Shidqu  yang  berarti benar, tulus, dan lurus. Oleh sebab itu, semua 
amal saleh dan ibadah harus dilandasi dengan niat yang tulus dan 
lurus. Sedekah dapat menghindarkan kita dari keburukan, karena 
sedekah bisa  mendekatkan kita dengan Allah sekaligus 
memuliakan kita di dunia dan akhirat.9 
Para ahli fiqih sepakat bahwa hukum sedekah pada dasarnya 
adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika 
ditinggalkan. Namun adakalanya hukum sedekah berubah menjadi 
haram, apabila harta yang disedekahkan tersebut digunakan untuk 
kemaksiatan, dan adakalanya berubah menjadi wajib, apabila 
seseorang bernadzar untuk bersedekah apabila hajatnya terpenuhi, 
maka sedekah wajib dilaksanakan. 
Pengertian sedekah menurut bahasa berarti benar, 
sedangkan menurut istilah, adalah pemberian dari seorang muslim 
secara sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu atau 
suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan 
yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Selain itu 
sedekah juga berarti mendermakan sesuatu kepada orang lain. 
Shadaqoh berasal dari kata shadaqah yang berarti benar, 
maksudnya shadaqah merupakan wujud dari ketaqwaan sesorang, 
bahwa orang yang bersedaqah adalah orang yang membenarkan 
pengakuan sebagai orang yang bertaqwa melalui amal perbuatan 
                                                     
9 H. Manshur Abdul, Terapi Bersedekah, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2013), 9. 
 



































positif kepada sesamannya baik berupa amal atau yang lainnya. 
Antara infaq atau shadaqoh terdapat perbedaan makna yang 
terletak pada bendanya. Kalau infaq berkaitan dengan amal yang 
material, sedangkan shadaqoh berkitan dengan amal baik yang 
wujudnya material maupun non-material, seperti dalam bentuk 
pemberian benda, uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak 
berbuat kejahatan, mengucap takbir, tahmid bahkan yang paling 
sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas. 
Menurut H. Cholid padullah dalam bukunya, yang dimaksud 
dengan shadaqah (sedekah), pada prinsipnya sama dengan infaq, 
hanya saya ia memiliki pengertian yang lebih luas. Shadaqah 
(sedekah) dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istigfar, 
maupun bacaan-bacaan kalimah thayyibah lainnya.Demikian juga 
shadaqah dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga 
atau jasa, serta menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Hal lain 
yang membedaakan keduannya adalah bahwa infaq dikelurkan 
pada saat sesorang menerima rezeki, sedangkan shadaqah lebih 
luas dan lebih umum lagi. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya, 
waktu penyerahan, serta peruntukkannya.10 
2. Dasar Hukum 
Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam bukunya yang berjudul  
                                                     
10 H. Cholid Padulullah,SH, Mengenal Hukum ZIS( Zakat Infaq dan Shadaqah) dan Pengamalannya 
di DKI Jakarta, (Jakarta: Badan Amil Zakat,Infaq/shadaqah DKI Jakarta). hlm 7 
 



































Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Sedekah ini memiliki kemampuan yang 
sangat dahsyat dibandingkan dengan amalan infak maupun zakat, 
yaitu terlihat di dalam Alquran : surat al-Baqarah  ayat  195:11 
     
   
    
    
     
Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 
janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 
kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 
Di dalam Alquran banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum 
Muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Di antara ayat yang 
dimaksud adalah firman Allah SWT dalam surat An Nisaa ayat 114:  
     
    
   
   
    
  
   
   
    
Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan 
mereka, kecuali bisikan- bisikan dari orang yang menyuruh 
(manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau 
mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan 
barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari 
keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberi 
kepadanya pahala yang besar.'' (QS An Nisaa [4]: 114).  
Banyak ayat dan hadis Nabi SAW yang menganjurkan 
sedekah juga tidak sedikit jumlahnya ini berarti bahwa sedekah itu 
                                                     
11 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terjemahan Abdul Hayyie, Jilid 3, (Jakarta: Gema 
Insani, 2011) 357. 
 



































mempunyai motivasi agama.12 
3. Hukum Sedekah 
 
Para fuqoha sepakat bahwa hukum sedekah pada dasarnya 
adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa bila 
dintiggalkan. Sebagaimana dalam kitab kifayatul akhyar, berkata 
Syaikh Abu Sujak: “Shadaqah at-Tatawwu” hukumnya sunnah, 
terutama pada bulan Ramadhan lebih dikukuhkan kesunnahannya 
dan sanggat di sunnahkan berlapang dada (bermurah hati) dalam 
bulan ramadhan itu. 
Demikian pula sedekah disunnahkan ketika menghadapi 
suatu perkara atau masalah yang penting. Ketika sedang sakit atau 
sedang berpergian. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan  
walaupun Shadaqah at-Tatawwu  adalah sunnah, akan tetapi 
Shadaqah at-Tatawwu  sanggat dianjurkan oleh Allah maupun 
Rasul-Nya.13 
Sedekah hukumnya sunnah dan dianjurkan di setiap waktu, 
tetapi hukum sunnah ini bisa berubah menjadi haram  apabila 
diketahui bahwa orang yang menerima sedekah akan menggunakan 
barang sedekah tersebut untuk kemaksiatan, namun bisa juga 
menjadi wajib apabila seseorang bertemu dengan orang dalam 
                                                     
12 Helmi Karim, Fikih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 80. 
13 Imam Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, Kifayatul Akhyar Fii Ghayatil Ikhtishar, 
diterjemahkan oleh K.H, Syarifuddin Anwar, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), Cet II, 455 
 



































kondisi darurat dan membutuhkan, sedangkan dia mempunyai 
kelebihan dari kebutuhannya.14 
Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau 
sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. 
Kemudian sedekah itu seyogyanya diberikan kepada orang yang 
betul-betul sedang mendambakan uluran tangan. Mengenai kriteria 
barang yang lebih utama disedekahkan, para fuqaha berpendapat 
bahwa barang yang akan disedekahkan sebaiknya barang yang 
berkualitas baik dan disukai oleh pemiliknya.15 
4. Macam-Macam sedekah 
a) Sedekah Wajib 
Sedekah wajib yaitu, apabila sedekah tersebut diberikan 
kepada orang yang benar-benar membutuhkan sementara kita 
dalam keadaan mempunyai apa yang ia butuhkan. Misalnya saja 
kita mempunyai makanan sementara ada orang yang kelaparan, 
maka hukumnya wajib bagi kita untuk bersedekah. Selain itu 
hukum sedekah juga menjadi wajib ketika seseorang bernadzar 
untuk bersedekah. Hukum sedekah wajib juga, misalnya ketika 
kita bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga 
dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara kita 
mempunyai makanan lebih dari apa yang ia perlukan saat itu. 
                                                     
14 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terjemahan Abdul Hayyie, Jilid 3, (Jakarta: Gema 
Insani, 2011), 358 
15 Sayiq Sabbid, Fiqh Sunnah. Penerjemah Nor Hasanudin Dkk. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016) 
21. 
 



































Selain itu, hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang 
bernazar untuk bersedekah kepada seseorang, kelompok ataupun 
lembaga tertentu.16 
b) Sedekah Sunnah 
Selain dari sedekah yang wajib (zakat dan kafarat), agama 
juga menganjurkan supaya bersedekah pada jalan Allah 
secukupnya apabila ada kepentingan-kepentingan yang 
memerlukan, baik pada hal-hal tertentu ataupun pada 
kemaslahatan umum. 
B. Infaq 
1. Pengertian Infaq 
Infaq berasal dari bahasa Arab yaitu (anfaqa-yanfiqu-
infaaqan) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. 
Sehingga infak dapat didefinisikan memberikan sesuatu kepada 
orang lain  untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran 
agama Islam. Infaq merupakan pemberian dimana jumlah yang 
dikeluarkan tidak ditentukan oleh Allah dan tergantung pada tingkat 
kemampuan seseorang.17 
Dalam pandangan Islam, infaq merupakan ibadah sunah. 
Berinfak dan mengamalkan sebagian harta adalah suatu yang sangat 
mulia. Infaq merupakan salah satu perbuatan yang amat berkesan 
                                                     
16 Ibid. 22 
17 Abdiyansyah Linge,”Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi”…, 165. 
 



































dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik  
di dunia dan diakhirat. Infaq dalam ajaran Islam adalah sesuatu 
yang bernilai ibadah diperuntukkan kepada kemaslahatan umat. Arti 
infaq dalam bentuk yang umum ialah mengorbankan harta pada jalan 
Allah yang dapat menjamin segala kebutuhan manusia menurut tata 
cara yang diatur oleh hukum. Kewajiban berinfaq tidaklah terlepas 
pada zakat saja yang merupakan rukun Islam, akan tetapi disamping 
itu mengandung sesuatu keharusan berinfak dalam memelihara pada 
dirinya dan keluarganya. Di dalam pemeliharaan umat dalam 
menjamin dan menolong terhadap kebaikan dan ketakwaan.18 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infaq bisa 
diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk 
kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut islilah syariat, infaq adalah 
mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam untuk 
kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, 
kedua orang tua, dan kerabatkerabat terdekat lainnya. 
Seperti yang telah kita ketahui bahwa infaq adalah 
mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan 
bukan zakat. Infak kepada fakir miskin secara muslim, infak bencana 
alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain.19 
2. Dasar Hukum Infaq 
                                                     
18 Ibid., 166. 
19 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terjemahan Abdul Hayyie, Jilid 2, (Jakarta: Gema 
Insani, 2011), 916. 
 



































Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam bukunya yang berjudul 
Fiqih Islam Wa Adillatuhu, dasar hukum infaq telah banyak 
dijelasakan baik sebagaimana dalam firman Allah SWT surat al-
Baqarah  ayat  245:20 
    
   
  
   
   
  
     
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, 
pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), 
Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran 
kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah 
menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-
lah kamu dikembalikan. 
Kemudian dalam ayat lain juga di sebutkan tentang dasar 
hukum infaq yang artinya sebagai berikut: 
   
  
  
    
   
Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di 
waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang 
menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. 
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.(QS 
Ali Imran: 134) 
3. Macam-Macam Infaq 
Infaq secara hukum terbagi menjadi dua macam antara lain 
sebagai berikut:21 
                                                     
20 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terjemahan Abdul Hayyie, Jilid 3, (Jakarta: Gema 
Insani, 2011) 357. 
21 Nasruddin dan Dewani Romli, Diskusi Implementasi Zakat, Adalah Jurnal Hukum Islam, 
(Fakultas Syari‟ah IAIN RIL, Vol X, No 1, Januari 2011), h 77 
 



































a) Infaq Wajib 
Aplikasi dari Infaq Wajib yaitu Mengeluarkan harta untuk 
perkara wajib seperti: 
1) Membayar mahar (maskawin). 
2) Menafkahi istri. 
3) Menafkahi istri yang di talak dan masih dalam keadaan masa 
iddah. 
b) Infaq Sunnah 
Yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah. Infaq tipe 
ini yaitu ada 2 (dua) macam Sebagai berikut : 
1) Infaq untuk jihad. 
2) Infaq kepada yang membutuhkan. 
C. Zakat 
1. Pengertian Zakat 
 
Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. 
Orang arab mengatakan zaka^ az-zar’u ketika az-zar’u (tanaman) itu 
berkembang dan bertambah. Zakat an-nafaqatu ketika nafaqah 
(biaya hidup) itu diberkahi.  
Zakat menurut syara’ adalah hak yang wajib pada harta. 
Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan 
sebagain dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang 
yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) 
telah sempurna selain barang tambang tanaman dan harta 
 




































Sedangkan arti zakat menurut istilah ialah sebagaian harta 
benda yang wajib diberikan orang-orang tertentu dengan beberapa 
syarat, atau kadar harta tententu, yang di berikan kepada orang-
orang yang berhak menerimnya dengan syarat-syarat tertentu 
pula.23  
Sedangkan menurut Nurul Huda dan Mohammad Haykal, 
zakat merupakan kata dasar dari zaka^ yang berati suci, berkah, 
tumbuh dan terpuji. Adapun dari segi istilah fiqh, zakat berarti 
sejumlah barang atau harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah 
diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.24 
2. Dasar Hukum Zakat 
Ketentuan zakat secara tegas dicantumkan oleh Allah dalam 
Alquran sebagaimana ayat berikut: 
         
Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa 
itu ( Q.S Asy-Syam: 9) 
Ketentuan tentang kewajiban seseorang muslim 
mengeluarkan zakat juga dapat ditemukan dengan mudah dalam 
surat An-Nur ayat 56: 
   
                                                     
22 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terjemahan Abdul Hayyie, Jilid 3, (Jakarta: Gema 
Insani, 2011)164-165. 
23 Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, Tuntunan Zakat Praktis, (Surabaya: Indah. 1987) h. 13 
24 Nurul Huda dan Mohammad Haykal,  Lembaga Keuangan Islam: Tijauan Teoretis dan 
Praktis,(Jakarta: Kencana, 2010), 293  
 



































   
       
Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan 
taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat. 
3. Hukum Zakat 
Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah 
satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Oleh karena itu hukum 
zakat adalah wajib (fardhu) atau setiap muslim yang telah memenuhi 
syarat-syarat tertentu. Sedangkan yang menjadi syarat wajib 




d. Memiliki harta yang mencapai nishab 
4. Macam-Macam Zakat 
Zakat terbagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat mal:26 
a) Zakat Fitrah 
Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim 
menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara 
dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada didaerah 
bersangkutan. 
b) Zakal Mall (Zakat Harta) 
                                                     
25 Rahmad Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia. 2000), 32. 
26 Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’ly, Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan 
Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 3 
 



































Zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 
waktu satu tahun sekali yang sudah memenuhi hisab mecakup 
hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, 
harta temuan, emas, dan perak serta hasil kerja. Masing-masing 
memiliki perhitungan sendiri. 
D. Macam-Macam Jarimah 
Pada umumnya para ulama membagi Jarimah berdasarkan aspek 
berat dan rintangan hukum serta ditegaskan atau tidak oleh Alquran atau 
hadis. Atas dasar ini, mereka membagi menjadi tiga macam:27 
1. Jarimah H{udu<d 
Jarimah H{udu<d adalah semua jenis tindak pidana yang 
telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah  dalam  
alqur’an dan oleh Nabi didalam hadis. Had atau h{udu<d mencakup 
semua jarimah, baik h{udu<d itu sendiri, kisas, maupun diat. Sebab 
sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syara’. 
Al –Sayyid Sabiq menyebut sanksi tersebut dengan h{udu<d 
karena pada umumnya bisa mencegah pelaku dari tindakan 
mengulang. Secara umum arti dari kata h{udu<d menunjukkan 
larangan. Contoh Jarimah h{udu<d perzinahan, qadzaf (menuduh 
berzina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, 
peramokan, pemberontakan,  dan murtad.28 
                                                     
27 Ibid. 11 
28 M.Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), 47. 
 



































2. Jarimah Qis}a^s} 
Jarimah yang sanksinya berupa hukuman qis}a^s} dan diyat, 
yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak individu. Satu-satunya 
perbedaan  jarimah qis}a^s}  dan diyat menjadi hak perseorangan 
atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi pembuat 
jarimah oleh orang  yang  menjadi korban, wali atau ahli warisnya. 
Jadi, dalam kasus jarimah qis}a^s}  dan diyat ini, korban atau ahli 
warisnya dapat memaafkan perbuatan orang pembuat jarimah 
qis}a^s}  dan menggantikannya dengan diyat atau meniadakan diyat 
sama sekali.  
Hak perseorangan yang dimaksud seperti telah disinggung 
hanya diberikan kepada  korban jika korban masih hidup, dan pada 
ahli warisnya jika korban telah meninggal dunia. Oleh karena itu, 
kepala negara dalam kedudukannya sebagai penguasa, tidak 
berkuasa memberikan pengampunan bagi pembuat jarimah, lain 
halnya jika korban tidak memiliki ahli waris maka kepala Negara 
bertindak sebagai wali bagi orang tersebut. Jadi, kekuasaan untuk 
memaafkan orang pembuatan jarimah itu bukan karena 
kedudukannya sebagai penguasa tertinggi suatu Negara, tetapi 
karena statusnya sebagai wali dari korban yang tidak mempunyai 
wali atau ahli waris. Tindakan yang tergolong jarimah qis}a^s}, yaitu 
pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan 
karena kesilapan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak 
 




































3. Jarimah Takzir 
Jarimah takzir, yaitu suatu  perbuatan pidana yang bentuk 
ancaman hukumannya ditentukan oleh oleh ulil amri sebagai 
pelajaran atau pembalasan bagi pelakunya, dasar hukumnya 
mengacu pada maqa^sid asy-syari^ah.30 
Dalam menetapkan sanksi takzir, prinsip utama yang 
menjadi acuan adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi 
setiap anggota masyarakat dari kemudharatan. Oleh karena itu 
sanksi  takzir tidak ditetapkan jenis hukumannya dalam al-Qur’an 
dan al-Hadis, maka pelaksaan saksi takzir jenisnya atau bentuknya 
dapat diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa. Saksi 
tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sanksi yang bersifat ringgan 
hingga berat seperti hukuman cambuk, hukuman penjara, penyitaan 
harta, hukuman denda, peringatan keras, pengucilan dan bahkan 
hukuman mati. 
Ruang lingkup dan pembagian dalam takzir, yaitu sebagai 
berikut ini:31 
a. Jarimah h}udu<d atau qis}a^s}-diyat yang terdapat syubhat, 
dialihkan ke sanksi takzir, seperti orang tua yang mencuri harta 
anaknya dan orang tua yang membunuh anaknya. 
                                                     
29 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta,Rineka Cipta, 2001), 531-532. 
30 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2014), 136 
31 Ibid. 143. 
 



































b. Jarimah h}udu<d atau qis}a^s}-diyat yang tidak memenuhi 
syarat akan dijatuhi saksi takzir. seperti percobaan pencurian, 
percobaan pembunuhan, dan percobaan zina. 
c. Jarimah yang ditentukan oleh al-Qur’an dan al-Hadit, namun 
tidak ditentukan sanksinya, seperti penghinaan, tidak 
melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan 
liar. 
d. Jarimah yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan 
umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan porno aksi, 
penyelundupan, pembajakan, perdagangan orang, dan 
pencucian uang. 
Abdurrahman al-Maliki dalam bukunya yang berjudul “Sistem 
Sanksi Dalam Islam”, menambahkan satu lagi jarimah yaitu  
mukha>lafat. Mukha>lafat adalah tidak sejalan dengan perintah atau 
larangan yang ditetapkan negara. Khalifah tidak boleh menghalalkan 
yang haram, dan mengharamkan yang halal. Ia juga tidak boleh 
mewajibkan ynag mandub atau mubah, dan tidak boleh 
mengharamkan yang makruh. Ia tidak boleh memubahkan yang 
haram, atau mewajibkan yang haram. Juga tidak boleh  
mengharamkan yang wajib, mandub, atau yang mubah. Berkaitan 
dengan perkara-perkara kenegaraan, Khalifah mengeluarkan 
instruksi-instruksi berupa perundang-undangan yang mengikat. 
Instruksi-instruksi atau perundang-undangan tersebut wajib 
 



































dilaksanakan oleh kaum muslim. Dengan demikian, menentangnya 
atau melanggarnya adalah perbuatan maksiat. 
Syar’i telah memberikan hak kepada khalifah untuk 
memerintah dan melarang manusia, dan menetapkan pelanggaran 
terhadapnya sebagai kemaksiatan. Syar’i juga memberikan wewenang 
kepada Khalifah untuk menjatuhkan sanksi kepada masyarakat atas 
mukha>lafat,   dan   hak   untuk   menetapkan   ukuran   sanksi    
yang diketahuinya    sebagai    mukha>lafat semacam    ini.    itu    
sebabnya mukha>lafat mirip   dengan   takzir   yang   dari   sisi   
keberadaannya, sanksinya tidak ditetapkan oleh syar’i. Perkara ini 
diserahkan kepada khalifah atau qadly (sebagai wakil dari khalifah). 
Mukha>lafat berbeda dengan takzi>r   dari sisi bahwa ia adalah sanksi 
(yang dijatuhkan) karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan 
penguasa, atau mengerjakan perkara yang dilarang oleh penguasa. 
Berbeda dengan takzi>r, takzi>r adalah meninggalkan perintah Allah 
SWT, dan mengerjakan perkara yang dilarang Allah. 
Mukha>lafat tidak   membutuhkan   adanya   penuntut.   Oleh 
karena itu qadly memiliki legalitas dalam perkara mukha>lafat 
tatkala ia menjumpai di tempat manapun, tanpa memerlukan ruang 
sidang pengadilan. Ia memutuskan kasus mukha>lafat tatkala kasus 
tersebut terjadi. Umar bin Khaththab adakalanya menjatuhkan sanksi 
atas mukha>lafat. Kadangkala ia memukul seorang laki-laki yang 
berhenti di tengah jalan dan menghalangi orang yang hendak lewat. 
 



































Beliau  juga kadang-kadang memberi sanksi kepada orang yang 
melanggar perintah-perintahnya. 
Sangat dimungkinkan untuk menetapkan  sanksi-sanksi  
tertentu bagi fakta-fakta (kasus-kasus takzir) tertentu, dalam bentuk 
tuntunan global sebagaimana yang ada pada takzir. Meskipun kasus- 
kasus yang terjadi sekarang ini bisa berubah. Dan kadangkala tetap 
tidak mengalami perubahan radikal pada sebagian kasus. Oleh karena 
itu, penetapan sanksi-sanksi tertentu tidak perlu rinci, malahan 
kadangkala menyimpang dari kaedah umum. Sanksi-sanksi yang telah 
ditetapkan untuk kasus-kasus yang bersifat tetap. Akan tetapi jika ia 
berubah karena perubahan perundang-undangan yang baru termasuk 
instruksi-instruksi dan larangan-larangan baru,maka harus dibuat 
ketetapan baru yang sesuai dengan perundang-undangan yang baru.32 
E. Pengertian Perda 
Sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang 
Peraturan Perundangan-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan 
Daerah (PERDA) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk 
oleh Dewan perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Kepala 
Daerah.33  
                                                     
32 Abdurrahman al Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam, (Bogor:Pustaka Thariqul Izzah,2002), 311-
313. 
33 Syarif Hidayat, Desentralisasi untuk Pembangunan Daerah, (Jakarta: Peraturan Daerah edisi 14 
Tahun IV, Oktober-Desember 2006) 
 



































Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-undang 
tentang Pemerintah Daerah I adalah Peraturan perundang-undangan yang 
dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kepala 
Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan 
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 
Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 
Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan 
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi dengan memperhatikan cirri khas masing-masing daerah.34 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan, materi dan 
muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pemberitahuan dan 
menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan daerah 
dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur 
atau Bupati Walikota. Apabila dalam suatu kali masa sidang Gubernur 
atau Bupati/walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan 
materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda dengan 
materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang di 
sampaikan DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh 
                                                     
34 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Pusat Studi Hukum U11,Yogyakarta,2011). 
h 70 
 



































Gubernur atau Bupati atau Walikota dipergunakan sebagai bahan 
peraturan. 
Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
dibentuki bersama antara DPRD dengan kepala daerah baik provinsi 
maupun Kabupaten/Kota. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas 
pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 
peundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas 
masing-maasing daerah (Undang-undang Nomor 12 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan daerah). Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk 
peraturan perundangundangan merupakan bagian dari pembangunan 
system hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud 
apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi 
teknis pembentukan peraturan perundang-undangan (Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan).35 
                                                     
35 Ibid. h 72 
 




































Pengemis, Gelandangan, Pengamen, Orang  Terlantar Dan Anak 
Jalanan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 
Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat 
 
A. Landasan Hukum Pembentukan Perda 
1. Dasar Hukum Pembentukan Perda 
Otonomi daerah sebagai bentuk implementasi desentralisasi. 
Perda adalah perwujudan dari upaya desentraliasasi otonomi daerah, 
pemerintahan daerah membuat sejumlah peraturan daerah. Peraturan 
daerah tersebut disingkat dengan istilah perda. Perda bisa mengatur 
masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, 
dan lain-lain, perda pada dasarnya dibuat untuk kepentingan 
masyarakat.  
Perda bertujuan mengatur hidup bersama, melindungi hak dan 
kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselematan dan 
ketertiban masyarakat daerah yang bersangkutan. Fungsi perda adalah 
untuk menyelengarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan 
(medebewind), dalam rangka mengurus kepentingan rakyat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rakyat. Dengan demikian 
pada dasarnya perda merupakan sarana komunikasi timbal 
 



































balik antara antara kepada daerah dengan masyarakat di daerahnya.36 
Pasal 1 ayat (1) 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia 
adalah daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri harus diletakkan dalam kerangka 
negara kesatuan”. Selain itu, berdasarkan pasal 18 UUD 1945 
dibentuklah daerah otonom yang tujuannya adalah untuk meningkatkan 
daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka 
pelayanan terhadap masyarakat, yang berbunyi sebagai berikut : 
a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah 
daerah yang diatur dengan undang-undang. 
b. Pemerintah daerah provinsi,daerah kabupaten dan kota mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan. 
c. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan. 
d. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur 
dalam undang-undang. 
Agar dapat berfungsi dan dicapai tujuan pembentukannya sesuai 
                                                     
36 Indrati S Maria Farida,Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik 
Pembentukannya,(Yogyakarta: Kansius, 2007) 97 
 



































dengan pasal 18 UUD 1945 maka kepada daerah diberikan wewenang-
wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Oleh 
karena itu, setiap pembentukan daerah otonom Tingkat I ataupun II 
harus selalu memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi,jumlah 
penduduk,luas daerah dalam pertanahan dan kemanan yang 
memungkinkan daerah otonom melaksanakan otonom yang nyata dan 
bertanggung jawab. 
Selanjutnya bahwa di dalam 18A UUD 1945, disebutkan bahwa 
hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah 
provinsi,kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan 
kota, diatur sebagaimana mestinya oleh undang-undang dengan tetap 
memperhatikan keragaman daerah.37 
2. Alasan Di Bentuknya Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 
2015 Tentang Penyakit Masyarakat 
Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2015 Tentang 
Penyakit Masyarakat merupakan sebuah bentuk ikhtiar Pemerintahan 
Kabupaten Banyumas untuk menekan kejahatan di jalan serta tingkat 
keresahan yang tinggi, akibat dari berbagai penyakit masyarakat di 
berbagai jalan utama di kota Banyumas. kejahatan yang ditengarai 
sebagai akibat logis dari pengamen, pengemis, gelandangan, orang 
terlantar dan anak jalanan di Kabupaten Banyumas untuk menertipkan 
Perda kusu yaitu Perda Nomor 16 tahun 2015 tentang penyakit 
                                                     
37 Moh. Mahfud, MD., Politik Hukum di Indonesia, cet. Ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1998),9. 
 




































Berbagai bentuk perbuatan yang berupa mengengemis, 
menggelandangan dan mengamen merupakan perbuatan yang 
meresahkan, mengganggu ketertiban umum, kesehatan dan nilai-nilai 
yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu untuk menanggulangi 
semakin meluasnya penyakit masyarakat di Kabupaten Banyumas 
maka pemerintahan Kabupaten Banyumas berinisiasi menyusun 
peraturan tentang penanggulangan penyakit masyarakat. Untuk 
mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyumas yang sejahtera, adil dan 
makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan visi dan misi 
Kabupaten Banyumas yang global dan agamis, maka kualitas sumber 
daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan perlu 
ditingkatkan secara terus menerus dalam berbagai aspek kehidupan. 
Perda tentang penyakit masyarakat ini dinilai penting khusunya 
sebagai dasar hukum dalam penanganan masalah pengemis, 
gelandangan dan orang terlantar di Banyumas. Penanganan pengemis, 
gelandangan dan orang terlantar yang di lakukan selama ini terutama 
dengan melakukan razia dan mengirim pengemis, gelandangan dan 
orang terlantar yang terjaring ke balai rehabilitasi masih belum efektif, 
karena beberapa pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang 
sebelumnya terjaring dan dikirim ke panti rehabilitasi justru kembali 
lagi kejalan. 
Seperti dikota kota besar lainnya aksi pengemis, gelandangan 
 



































dan orang terlantar kembali marak di jalan khususnya di sejumlah 
persimpangan yang terdapat lampu lalu lintas. Saat ini kebanyakan 
pengemis, gelandangan dan orang terlantar lebih memilih beroperasi 
pada malam hari.38 Karena alasan itu Pemerintah Kabupaten Banyumas 
mengatur dalam perdanya tentang pengemis, gelandangan, pengamen, 
orang  terlantar dan anak jalanan.  
 
B. Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2015 Tentang Penyakit 
Masyarakat 
1. Pengertian Tentang Pengemis, Gelandangan, Pengamen, Orang  
Terlantar Dan Anak Jalanan 
Dalam pasal 1 Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 
2015 tentang penyakit masyarakat, pengemis adalah orang-orang yang 
mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum 
dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan 
dari orang lain.  
Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan 
tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat 
setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang 
tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. 
Sedangkan  gelandangan Psikotik adalah penderita gangguan jiwa yang 
terlantar, menggelandang di jalan-jalan umum, mengancam 
                                                     
38 https://radarbanyumas.co.id/mendesak-raperda-penyakit-masyarakat 
 



































keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu 
ketertiban dan/atau keamanan umum. 
Pengamen adalah seseorang atau sekelompok orang yang 
melakukan kegiatan seni, berupa menari, menyanyi atau bermain musik 
dan jenis pertunjukkan lainnya, yang dilakukan di tempat umum dengan 
mengharapkan imbalan sukarela atas pertunjukan yang disuguhkan. 
Orang terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu 
tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani 
maupun sosial. 
Anak Jalanan adalah anak yang berusia 5-18 (lima sampai 
dengan delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian besar 
waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun 
tempat-tempat umum.  
Penyakit masyarakat adalah suatu perbuatan dan tindakan 
perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 
ajaran agama, adat istiadat dan dapat mengganggu ketertiban umum, 
keamanan, kesehatan dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam 
masyarakat.39 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2015  
ini disusun dengan bertujuan untuk: 
a. Mencegah perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda. 
                                                     
39 Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat. 4 
 



































b. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat 
menimbulkan gangguan kesehatan dan gangguan sosial lainnya. 
c. Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan 
keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. 
d. Mendukung penegakan hukum secara maksimal berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan kegiatan dan/atau perbuatan yang dikategorikan sebagai 
penyakit masyarakat. 
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup segala bentuk 
perbuatan, tindakan atau perilaku yang dikategorikan sebagai penyakit 
masyarakat, upaya penanggulangan, larangan, pembinaan, 
pengendalian dan pengawasan, peran serta masyarakat dan penegakan 
hukum. 40 
2. Upaya Penanganan Pengemis, Gelandangan, Pengamen, Orang  
Terlantar Dan Anak Jalanan 
Karena pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar dan 
anak jalanan dianggap sebagai masyarakat sosial maka perlu ada upaya 
penangan penanggulangan pengemis, gelandangan, pengamen, orang  
terlantar dan anak jalanan. Terdapat dalam pasal 14 ayat 1 Perda 
Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2015 tentang penyakit 
masyarakat penanggulangan penyakit masyarakat dilaksanakan dalam 
                                                     
40 Ibid. 7 
 



































bentuk usaha yaitu:41 
Pertama upaya preventif, upaya preventif yang dilakukan ini 
dijelaskan secara rinci dalam pasal 15 ayat 1 sampai 2 peraturan daerah 
Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2015 tentang penyakit 
masyarakat. Usaha Preventif yaitu pelayanan sosial yang dilakukan 
dalam bentuk identifikasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi 
serta pemberdayaan. Pemkab Banyumas melalui Dinas Sosial, 
Tenagakerja dan Transmigrasi memasang papan larangan memberi 
kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar, dilakukan 
di 61 titik.42 Tujuan dari usaha preventif untuk mencegah timbulnya 
pelaku penyakit masyarakat baru atau mencegah pelaku lama untuk 
tidak mengulang perbuatannya. 
Yang kedua yaitu upaya represif, upaya represif yang dilakukan 
ini dijelaskan secara rinci dalam pasal 16 ayat 1 sampai 2 peraturan 
daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2015 tentang penyakit 
masyarakat. Usaha Represif yaitu pelayanan sosial yang dilakukan 
dalam bentuk operasi penertiban atau razia, dan penanggulangan secara 
kasuistis yang dilaksanakan oleh Tim atau Petugas yang berwenang. 
Buktinya petugas Satpol PP berkerja sama dengan Dinas Sosial dan 
Transmigrasi Kabupaten Banyumas berhasil merazia sedikitnya 25 
orang.43 Tujuan usaha Represif adalah untuk melakukan 
                                                     
41  Ibid. 10-11 
42 https://radarbanyumas.co.id/mendesak-raperda-penyakit-masyarakat diakses pada 12 Maret 
2020 
43  https://radarbanyumas.co.id/mendesak-raperda-penyakit-masyarakat diakses pada 12 Maret 
 



































penanggulangan penyakit masyarakat secara paksa guna dilakukan 
asesmen sehingga diketahui kebutuhan dan permasalahan untuk tindak 
lanjutnya. 
Yang ketiga yaitu upaya rehabilitatif, upaya Rehabilitatif yang 
dilakukan ini dijelaskan secara rinci dalam pasal 17 ayat 1 sampai 2 
peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2015 tentang 
penyakit masyarakat. Usaha Rehabilitatif yaitu pelayanan sosial yang 
dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Sosial, Bimbingan Mental 
Spiritual, Bimbingan Ketrampilan Vokasional dan Bimbingan fisik. 
Pelaksanaan Usaha Rehabilitatif dilaksanakan dengan cara bekerjasama 
dengan Balai Rehabilitasi/Panti Sosial Pemerintah maupun swasta atau 
instansi lainnya termasuk rehabilitasi berbasis masyarakat dan 
keluarga. Kabid Perlindungan dan Jaminan Rehabilitasi Sosial (PJRS) 
Dinsosnakertrans Banyumas Agus Sriyono mengatakan “kita beri 
pelatihan keterampilan, maksudnya agar mereka bisa bekerja atau 
berusaha secara mandiri.44  
Terdapat pula dalam pasal 18 yang khusus untuk gelandangan 
psikotik yaitu: usaha Penanggulangan rehabilitatif Gelandangan 
Psikotik dilakukan untuk mengembalikan fungsi sosialnya dengan 
merujuk ke rumah sakit jiwa, dikembalikan kepada keluarga atau ke 
daerah asal yang dlaksanakan dalam bentuk koordinasi dengan instansi 
terkait. 







































Yang ke empat yaitu upaya bimbingan lanjut, upaya bimbingan 
lanjut yang dilakukan ini dijelaskan secara rinci dalam pasal 19 ayat 1 
sampai 2 peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2015 
tentang penyakit masyarakat. Bimbingan Lanjut adalah pelayanan 
sosial yang dilaksanakan dalam rangka pendampingan petugas sosial 
kepada pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik setelah 
menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi/Panti sosial. Usaha 
Bimbingan Lanjut sebagaimana dimaksud dilakukan dengan 
pendampingan oleh Pekerja sosial dengan bentuk : 
a. Penyiapan resosialisasi bagi pengemis, gelandangan psikotik dan 
non psikotik. 
b. Peningkatan kondisi perekonomian pengemis, gelandangan 
psikotik dan non psikotik melalui SKPD yang mempunyai tugas 
pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial, administrasi 
kependudukan, psikotik, penindakan, serta dapat diberikan bantuan 
berupa modal Usaha Ekonomi Produktif. 
c. Menyiapkan keluarga dan lingkungan agar mampu mendukung 
usaha resosialisasi bagi pengemis, gelandangan psikotik dan non 
psikotik untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 
Pelaksanaan penanggulangan Penyakit Masyarakat 
sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara:45 
Yang pertama yaitu membentuk Tim dengan pembagian tugas 
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dan kewenangan masing-masing instansi lintas sektoral di Tingkat 
Kabupaten dengan Keputusan Bupati. Tim gabungan yang dilakukan 
oleh Satpol PP dan Dinsosdalduk, Kb dan P3A melakukan razia 
penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar. 
Yang ke dua menjalin koordinasi dan kerjasama dengan 
Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten lain. Kabid 
Perlindungan dan Jaminan Rehabilitasi Sosial (PJRS) 
Dinsosnakertrans Banyumas Agus Sriyono mengatakan “untuk 
melakukan penertiban, pihaknya harus berkordinasi dengan Satpol PP 
Kabupaten Banyumas terlebih dahulu”.46 
Yang ke tiga yaitu pelayanan terhadap pelaku penyakit 
masyarakat pada tahap awal dilakukan melalui rumah perlindungan 
sosial atau selter sebagai tempat penampungan sementara yang wajib 
disediakan oleh Pemerintah Daerah termasuk dukungan anggaran 
operasionalnya. Kabid Perlindungan dan Jaminan Rehabilitasi Sosial 
(PJRS) Dinsosnakertrans Banyumas Agus Sriyono mengatakan 
“penyediaan rumah singgah sudah diamanatkan dalam Perda Nomor 
16 Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat.47 
Yang terakhir ialah melakukan tindakan lain yang diperlukan, 
masyarakat diberi kesempatan berperan serta dalam upaya 
penanggulangan penyakit masyarakat. Peran serta masyarakat dalam 
                                                     







































upaya penanggulangan penyakit masyarakat adalah perbuatan, baik 
aktif maupun pasif guna terwujudnya kehidupan yang aman, tenteram 
dan adil. peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyakit 
masyarakat dilaksnakan dalam bentuk : 
1. Melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal melihat 
perbuatan yang diduga sebagai penyakit masyarakat. 
2. Menyerahkan kepada pejabat berwenang dalam hal pelaku atau 
siapapun yang terlibat, baik pasif maupun aktif dalam terjadinya 
perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat 
tertangkap tangan. 
3. Menyatakan keberatan dan pernyataan tidak puas atas kelalaian 
atau keterlambatan pejabat yang berwenang dalam menangani 
laporan masyarakat dan memberikan jaminan dan perlindungan 
kepada pelapor. 
Masyarakat yang berkeinginan untuk berpartisipasi dalam 
pendanaan kegiatan penanggulangan pengemis, gelandangan, 
pengamen, orang terlantar, dan anak jalanan dapat menyalurkan 
langsung kepada panti sosial resmi yang ada di Daerah.48 
C. Pelaksanaan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 
Tentang Penyakit Masyarakat 
Setelah diberlakukannya perda ini dinilai efektif menurut 
kepala dinas Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas, Abdullah 
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Muhammad mengklaim jika penerapan Perda No 16 Tahun 2015 
tentang penanggulangan penyakit masyarakat sejauh ini sudah efektif. 
Hanya saja hal itu tidak bisa dilakukan sesaat, namun perlu dilakukan 
secara berkelanjutan.49 
Pelaksanaan upaya preventif yang dilakukan oleh Pemkab 
Banyumas dilakukan dengan cara pendirian rumah sosial  yaitu tempat 
yang berfungsi sebagai perlindungan sementara kepada pengemis, 
gelandangan, pengamen, orang terlantar dan anak jalanan. 50 
Pelaksanaan upaya represif yang dilakukan oleh Pemkab 
Banyumas dengancara penertipan dan razia yang dilakukan oleh 
Satpol PP Kabupaten Banyumas dan bekerjasama dengan Dinas Sosial 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten 
Banyumas, razia dilakukan di tempat yang dinilai rawa dan sering 
banyak terdapat gelandangan, pengemis, pengamen dan anak jalanan. 
51 
Pelaksanaan usaha rehabilitatif dilaksanakan dengan cara 
bekerjasama dengan Balai Rehabilitasi/Panti Sosial Pemerintah 
maupun swasta atau instansi lainnya termasuk rehabilitasi berbasis 
masyarakat dan keluarga.   
Terdapat pula dalam pasal 18 yang khusus untuk gelandangan 
psikotik yaitu: usaha penanggulangan rehabilitatif gelandangan 
                                                     
49 https://radarbanyumas.co.id/dinas-sosial-banyumas-klaim-perda-mengenai-pgot-efektif/ 
50 Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat.  23 
51 http://satpolpp.banyumaskab.go.id/read/30085/pembinaan#.Xf7aZM5Qhdj 
 



































psikotik dilakukan untuk mengembalikan fungsi sosialnya dengan 
merujuk ke rumah sakit jiwa, dikembalikan kepada keluarga atau ke 
daerah asal yang dlaksanakan dalam bentuk koordinasi dengan instansi 
terkait.52 
D. Bentuk Larangan dan Sanksi Dalam Perda Kabupaten Banyumas 
Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat 
Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar 
hukum. Dalam hal ini, larangan menggelandang dan mengemis 
termasuk suatu perbuatan tindak pidana. Pada Peraturan Daerah 
Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit 
Masyarakat memuat pelarangan tersebut pada bab vi pada pasal 23. 
Pengemis, Gelandangan, Pengamen, Orang Terlantar, dan 
Anak Jalanan dilarang melakukan kegiatan mengemis dan/atau 
mengamen baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan 
alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain. 
Setiap orang dilarang memperalat orang lain dengan 
mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah 
ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan kegiatan 
pergelandangan, mengemis dan/atau mengamen dan mengajak, 
membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, menampung dan 
mengoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok 
sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan menggelandang, 
                                                     
52 Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat. 12 
 



































mengemis dan/atau mengamen. 
Setiap orang/badan dilarang memberi uang dan/atau barang 
dalam bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan, pengamen, 
orang terlantar, dan anak jalanan di tempat umum.53 
Ketika ada tindak pidana, tentunya akan ada sanksi yang 
mengaturmengenai ketentuan pidana peraturan daerah tersebut. 
Seperti halnya sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat telah 
diatur dalam bab ix sanksi administrasi dalam pasal 37 setiap orang 
atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 23 dikenakan hukuman sanksi administrasi berupa: 
1. teguran lisan. 
2. Peringatan tertulis. 
3. Penertiban. 
4. Penghentian sementara dari kegiatan. 
5. Denda administrasi. 
6. Pengamanan barang. 
Besarnya denda administasi sebagaimana dimaksud  ditetapkan 
paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).54 
Terdapat pula sanksi pidana yang diatur dalam bab xi pasal 39 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang 
                                                     
53 Ibid. 12 
54 Ibid .16 
 



































Penyakit Masyarakat yaitu:  Setiap orang, kelompok atau badan yang 
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23  diancam 
pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setiap orang, 
kelompok atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23  diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan 
dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta 
rupiah). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran.55 
                                                     
55 Ibid .18 
 




































Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana 
Pemberian Uang Atau Barang di Tempat Umum Dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Banyumas Nomor 16 
Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat 
A. Analisis Latar Belakang Memberi Uang Atau Barang Dalam Bentuk 
Apapun Kepada Pengemis, Gelandangan, Pengamen, Orang  Terlantar 
Dan Anak Jalanan Ditempat Umum  di Jadikan Tindak Pidana Dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Banyumas Nomor 16 Tahun 
2015 Tentang Penyakit Masyarakat 
Berbicara mengenai larangan memberi kepada orang yang hidup di 
jalanan yaitu pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar dan anak 
jalanan, maka perlu di perhatikan suatu hal yang menimbulkan antara 
terciptanya kesejahteraan atau mala menimbulkan keresahan bagi sebagaian 
orang dengan adanya larangan tersebut. Memberi terhadap sesama memang 
sanggat di anjurkan demi terwujudnya sinergi sosial solidaritas dan 
kemanusian, namum pada dasarnya tata cara dan etika dalam memberi itu 
seharusnya di lakukan dengan benar, hati-hati dan tepat sasaran agar tidak 
menjadi sia-sia. 
Memberi lebih baik dibrerikan kepada orang yang berhak 
menerimanya, lebih utama lagi jika kita ,mengenal orang tersebut, baik 
kenal secara mendalam lewat kehidupan sehri-hari atau hanya sekedar tahu 
saja, atau diberikan lewat lembaga resmi pemerintah maupun swasta yang 
 



































memang bertugas mengelola zakat, infaq dan shadaqah. Memberi juga 
lebih baik tidak diberikan kepada sembarang orang, apalagi diberikan 
kepada orang yang jelas kita tahu, profesinya adalah peminta-minta. 
Berdasarkan kertarangan diatas, maka arti memberi yang di tunjukan 
untuk orang yang hidup di jalanan seperti pengemis, gelandangan, 
pengamen, orang terlantar dan anak jalanan, sedangkan memberi sesuatu 
seharusnya sesuai pada tepatnya seperti: di rumah singgah, rumah 
perlindungan sosial, organisasi sosial, dinas sosial dan lembaga-lembaga 
lain yang merupakan tempat yang layak untuk memberikan bantuan kepada  
orang jalanan (pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar dan anak 
jalanan). 
Sedangkan konsep larangan memberi tertuang pada Peraturan 
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang 
Penyakit Masyarakat yang berisi larangan memberi kepada pengemis, 
gelandangan, pengamen, orang terlantar dan anak jalanan yaitu:56 
1. Pengemis, Gelandangan, Pengamen, Orang Terlantar, dan Anak Jalanan 
dilarang melakukan kegiatan mengemis dan/atau mengamen baik 
perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk 
menimbulkan belas kasihan orang lain. 
2. Setiap orang dilarang memperalat orang lain dengan mendatangkan 
seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar 
daerah untuk maksud melakukan kegiatan pergelandangan, mengemis 
                                                     
56 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat. 
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dan/atau mengamen dan mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, 
memaksa, menampung dan mengoordinir orang lain secara perorangan 
atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan 
menggelandang, mengemis dan/atau mengamen. 
3. Setiap orang/badan dilarang memberi uang dan/atau barang dalam 
bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang 
terlantar, dan anak jalanan di tempat umum. 
Kemudian ketentuan pidananya diatur dalam bab xi pasal 39 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang 
Penyakit Masyarakat yaitu:  Setiap orang, kelompok atau badan yang 
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23  diancam 
pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setiap orang, 
kelompok atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23  diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan 
dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta 
rupiah). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran.57 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 
Tentang Penyakit Masyarakat disusun dengan tujuan untuk : 
1. Mencegah perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda. 
                                                     
57 Ibid .18 
 



































2. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat 
menimbulkan gangguan kesehatan dan gangguan sosial lainnya. 
3. Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan keamanan 
dan ketertiban dalam masyarakat. 
4. Mendukung penegakan hukum secara maksimal berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan 
atau perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat. 
Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyumas yang 
sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan 
visi dan misi Kabupaten Banyumas yang global dan agamis, maka kualitas 
sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan perlu 
ditingkatkan secara terus menerus dalam berbagai aspek kehidupan. 
Sebagai upaya dalam mewujudkan konsepsi dasar tersebut dan 
sebagai bentuk tanggung jawab untuk menciptakan suasana masyarakat 
yang sesuai dengan karakter masyarakat Banyumas yang beradab dan 
agamis serta turut serta menjaga terhadap ancaman gangguan keresahan 
sosial serta meluasnya perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda 
dan masyarakat maka perlu landasan norma hukum yang mengatur tentang 
Penyakit Masyarakat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas. 
Dari penjelasan di atas maka penulis berpendapat bahwa Dengan 
adanya larang ini, pemberian kita tidak akan jatuh ketangan orang yang 
tidak berhak. Memberi lebih baik disumbangkan kepada lembaga resmi 
yang khusus mengelola zakat, infaq maupun sedekah. Dengan begitu, akan 
 



































lebih banyak manfaat yang didapatkan jika dikelola dengan baik. 
dikarenakan banyak pengemis “jadi-jadian” yang sebetulnya kaya dan 
memiliki jaringan pengemis meminta-minta beroperasi di jalan takutnya 
pemberian tersebut tidak menjadi maanfaat mala menjadi penyalah gunaan 
bagi oknum yang malas berkerja. Dengan kita memberi pengemis, justru 
pengemis akan semakin tumbuh berkembang, menjadi profesi yang 
menjanjikan dan semakin marak.  
Dengan pemerintah mengesahkan Perda ini, maka pemerintah juga 
wajib mewujudkan hak-hak rakyatnya. Diantaranya, rakyat berhak 
mengenyam pendidikan dan mendapat pekerjaan yang layak untuk 
meningkatkan taraf hidup mereka. Pemerintah juga berkewajiban 
memberikan pembekalan dengan mengadakan berbagai program-program 
pelatihan keterampilan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1981 
Tentang Pelayanan Kesejahteraan Gelandangan dan Pengemis. Perlu 
adanya pengawasan lebih dari pemerintah. Tidak hanya sekedar tertera 
didalam Undang-Undang Dasar saja, bahwa para fakir miskin dan anak-
anak terlantar dipelihara oleh Negara (pasal 34), tetapi perlu adanya tindak 
lanjut pemeliharaan yang dimaksud oleh undang-undang tersebut.  
 
B. Tinjuan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemberian 
Uang Atau Barang Dalam Bentuk Apapun Kepada Pengemis Dan 
 



































Gelandangan di Tempat Umum Dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat 
Agama Islam mengajarkan umatnya untuk membudayakan 
perilaku tolong menolong, terutama kepada orang yang lebih 
membutuhkan. Perilaku tolong menolong ini tidak mengenal waktu 
dan tempat, jadi sangatlah dianjurkan melakukan perilaku tolong 
menolong kapanpun dan di manapun. Hal ini terbukti dengan adanya 
konsep filantropi Islam yaitu sedekah, hukum sedekah adalah sunnah, 
dan bisa juga menjadi wajib apabila diketahui orang yang akan diberi 
sedekah sedang dalam keadaan yang darurat, misalnya kelaparan 
sedangkan dia tidak mempunyai uang sama sekali untuk membeli 
makanan, namun bisa juga menjadi haram apabila kita mengetahui 
bahwa apa yang kita berikan akan dipakai untuk maksiat.  
Sedekah pada dasarnya adalah memberi, memberi apapun yang 
kita punya kepada orang yang membutuhkan, tapi degan syarat bahwa 
kebutuhan kita sudah terpenuhi. Sebagaimana penjalasan dalam surat 
Al-Baqarah ayat 273 dan surat Al-Ma‟arij : 24-25: 
    
     
    
   
    
    
     
     
  
(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di 
jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak 
tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari 
minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, 
mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja 
 



































harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka 
Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. (QS. Al-Baqarah : 273) 
    
     
      
Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi 
orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-
apa (yang tidak mau meminta). (QS. Al-Ma‟arij : 24-25) 
Berbeda dengan konsep dalam Islam Peraturan Daerah 
Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit 
Masyarakat, menjadikan tindakan memberi uang kepada pengemis dan 
gelandangan sebagai suatu tindakan pidana, hal ini dimuat dalam pasal 
23 yang berbunyi: diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) 
bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah). Setiap orang, kelompok atau badan yang 
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23  
diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran. Hal ini 
tentu berseberangan tentang konsep sedekah dalam Agama islam yang 
tidak dibatasi tempat dan waktu, karena konsep sedekah  dalam Islam 
bisa dilarang apabila diketahui bahwa uang dan/atau barang pemberian 
tersebut akan dipakai untuk maksiat. Jadi, hukum pelarangan sedekah 
dalam islam didasarkan pada alasan atau latar belakang si pengemis, 
bukan waktu dan tempat sedekah dilakukan. 
Berdasarkan penjelasan tentang tindak pidana memberi uang 
 



































dan/atau barang di atas, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana 
tersebut dapat dimasukkan dalam kategori tindak pidana mukha>lafat, 
karena tindak pidana tersebut dibuat oleh pemerintah dan bagi yang 
melanggar aturan tersebut tidak melanggar perintah Allah melainkan 
melanggar perintah penguasa. Namun, dalam menetapkan pelarangan 
dalam tindak pidana mukha>lafat, penguasa tidak boleh 
menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mewajibkan 
yang mubah, mengharamkan yang makruh, memubahkan yang haram, 
mewajibkan yang haram, dan mengharamkan yang wajib dan mubah. 
Berkaitan dengan perkara-perkara kenegaraan, Khalifah 
mengeluarkan instruksi-instruksi berupa perundang-undangan yang 
mengikat. Instruksi-instruksi atau perundang-undangan tersebut wajib 
dilaksanakan oleh kaum muslim. Dengan demikian, menentangnya 
atau melanggarnya adalah perbuatan maksiat. 
Syar’i telah memberikan hak kepada khalifah untuk 
memerintah dan melarang manusia, dan menetapkan pelanggaran 
terhadapnya sebagai kemaksiatan. Syar’i juga memberikan wewenang 
kepada Khalifah untuk menjatuhkan sanksi kepada masyarakat atas 
mukha>lafat,   dan   hak   untuk   menetapkan   ukuran   sanksi    yang 
diketahuinya    sebagai    mukha>lafat semacam    ini.    itu    sebabnya 
mukha>lafat mirip   dengan   takzir   yang   dari   sisi   keberadaannya, 
sanksinya tidak ditetapkan oleh syar’i. Perkara ini diserahkan kepada 
khalifah atau qadly (sebagai wakil dari khalifah). Mukha>lafat 
 



































berbeda dengan takzir   dari sisi bahwa ia adalah sanksi (yang 
dijatuhkan) karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan 
penguasa, atau mengerjakan perkara yang dilarang oleh penguasa. 
Berbeda dengan takzir, takzir adalah meninggalkan perintah Allah 
SWT, dan mengerjakan perkara yang dilarang Allah. 
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 
Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat, memberi uang kepada 
pengemis, gelandangan, pengamen, orang  terlantar dan anak jalanan 
di sanksi berupa pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan 
dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah). Setiap orang, kelompok atau badan yang melakukan 
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23  diancam pidana 
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sanksi bagi  
pemberi uang dan/atau barang kepada kepada pengemis, gelandangan, 
pengamen, orang  terlantar dan anak jalanan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit 
Masyarakat tersebut dapat dimasukkan dalam sistem sanksi takzir. 
Adapun sistem takzir dalam hukum pidana islam yang dimaksud 
adalah sanksi berupa pemenjaraan atau dalam pengertiannya adalah 
menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. 
Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika 
perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun jinayah. 
 



































Unsur atau rukun jinayah tersebut adalah : 
1. Al-rukn al-syari’ 
Rukun ini dikenal dengan istilah unsur formal. Maksudnya ialah 
apabila adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang 
disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan seseorang. Dalam 
hal ini nash yang ada dalam ketentuan dalam hukum islam juga disebut 
sebagai undang-undang yang ada dalam ketentuan peraturan dalam 
hukum positif. 
2. Al-rukn al-madi 
Rukun ini dikenal dengan istilah unsur material, maksudnya ialah 
adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah baik berupa 
melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang 
diharuskan. 
3. Al-rukn al-adabi 
Rukun ini dikenal dengan istilah unsur moral, maksudnya ialah 
pelaku kejahatan atau orang yang dapat menerima khithab atau dapat 
memahami taklif artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, 
sehingga mereka dapat di tuntut atas kejahatan yang mereka lakukan. 
Mukallaf yang ada pada rukun moral terdapat berbagai pendapat dalam 
pandangan para ahli atau ulama, Mazhab Hanafi berpendapat 
bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang balligh sebelum ia 
mencapai usia 18 tahun. 
Menurut penulis walaupun pada kategori tindak pidananya 
 



































termasuk seabagai tindak pidana mukha>lafat, namun sankisnya bisa 
berupa takzir, karena pada dasarnya sanksi yang diterapkan dalam 
pidana takzir maupun mukha>lafat sama saja, yang membedakan 
adalah bahwa tindak pidana mukha>lafat merupakan bentuk 
pembangkangan terhadap perintah penguasa dan melakukan apa yang 
dilarang penguasa sedangkan dalam tindak pidana takzir merupakan 
bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah SWT dan melakukan 
apa yang dilarang oleh Allah SWT. 
Sehubungan dengan alansis penulis jika kondisi memberi 
pengemis itu sudah mudarat, maka baik yang memberi maupun yang 
diberi hukumnya haram dan mendapatkan dosa. Sebab tindakan 
sedekah itu justru mendatangkan kemudaratan. Sedangkan 
kemudaratan sendiri merupakan perkara yang seharusnya dihindari. 
 






































Dari beberapa uraian dan analisis diatas penulis, dapat mengambil 
beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada pengemis, 
gelandangan, pengamen, orang  terlantar dan anak jalanan di tempat 
umum dijadikan sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah 
Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat karena 
berusaha mengakomodir implementasi pasal 34 Undang-Undang dasar 
1945 dan pasal 504 KUHP. Apabila dalam pasal 34 Undang-Undang 
Dasar 1945 mendasarkan pada pemeliharaan fakir miskin, maka dalam 
pasal 504 KUHP tindakan gelandangan dan pengemis disebut sebagai 
tindak pidana, sehingga dalam Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 
Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat juga dilarang pemberian 
uang dan/atau barang kepada pengemis dengan tujuan untuk 
mengurangi tindak pidana gelandangan dan pengemis yang disebutkan 
dalam KUHP. 
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemberian uang 
dan/atau barang dalam bentuk apapun di tempat umum dalam Peraturan 
Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat 
adalah dikategorikan dalam tindak pidana mukha>lafat 
 



































dari segi bentuk pidananya. Sedangkan sanksi pidananya dimasukkan 
dalam sistem sanksi takzir. Adapun sistem takzir dalam hukum pidana 
islam yang dimaksud adalah sanksi berupa pemenjaraan. 
B. Saran 
1. Dengan mengesahkan Perda ini, maka disarankan pemerintah 
Kabupaten Banyumas juga wajib mewujudkan hak-hak rakyatnya, 
diantaranya, rakyat berhak mengenyam pendidikan dan mendapat 
pekerjaan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup mereka. 
Pemerintah juga berkewajiban memberikan pembekalan dengan 
mengadakan berbagai program-program pelatihan keterampilan secara 
cuma-cuma tanpa dipungut biaya. 
2. Meminta-minta pada hakikatnya sama saja dengan menghinakan diri 
sendiri. Terbiasa untuk meminta-minta akan membuat seseorang 
menjadi ketergantungan atau merasa selalu membutuhkan orang lain 
untuk memenuhi kebutuhannya. Terlebih jika seseorang itu meminta 
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